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Dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun
2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020-2024, Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik
Indonesia tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan
strategis.

Di dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun
2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Tahun 2015-2019, visi dan mis serta tujuan dan sasaran strategis
disamping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan

visi dan misi sertatarget yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun
2020-2024 ini juga telah melibatkan seluruh komponen yang ada dan diupayakan
secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih terdapat kekurangan, maka
akan dilaksanakan reviu kedepannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu
strategis yang berkembang serta prioritas dan kebijakan Pimpinan

Semoga Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung
tercapainya Visi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yaitu “Terwujudnya
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang Agung”.

’/..- mad Yamin Awie, SH., M.H.
203 198103 1 001
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1. Kondisi Umum

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
bertugas mengadili perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama pada tingkat
banding, dan berwenang mengadili sengketa kewenangan antar pengadilan
agama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai
fungsi yudikatif/penyelesaian perkara, dan juga sebagai voorpost atau kawal depan
Mahkamah Agung sehingga harus mampu mengimplementasikan segala kebijakan
Mahkamah Agung dan mampu menjawab tuntutan masyarakat akan kebutuhan
peradilan yang modern.

Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan
strategi jangka panjang Mahkamah Agung telah menetapkan arahan kebijakan
dalam beberapa strategi perubahan pada (1) Fungsi Peradilan, (2) Manajemen
Perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya
Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi
Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka
upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian Visi dan Misi
Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai kawal depan (voorpost)
Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas yudikatif, pembinaan dan
pengawasan pada pengadilan tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3
Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Tinggi
Agama sebagai Judicial Power, yaitu:

1. Bahwa pada pasal 51 ayat 1 menyatakan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan
berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

dalam Tingkat Banding;
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2.

Bahwa pada pasal 51 ayat 2 menyatakan Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas
dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama juga

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1.

Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk
kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik
menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum,
perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat
(3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No.
50 Tahun 2009);

Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan
Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan
ditingkat Peradilan Agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009);

Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide ;
pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006
jo. UU No. 50 Tahun 2009);

Fungsi Administratif, yakni menyelenggarkan administrasi umum, keuangan, dan
kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis
peradilan dan administrasi peradilan.

Fungsi Lainnya, yaitu pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian,
pelayanan publik dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor KMA/004/SK/11/1991, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
144 Tahun 2007).
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Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga memiliki tugas dan tanggungjawab
serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang
hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud bila didukung oleh aparatur negara
yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Arah pengembangan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya lima tahun kedepan dititik beratkan pada
peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM dalam
penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya

tujuan bernegara.

Peningkatan Peran Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga mengacu pada
kerangka lembaga peradilan yang ideal (Frame for Court Excellent) sebagaimana
yang dikembangkan dan digunakan secara international berdasarkan ODA
(Organization Diagnostic Assesment), ada tujuh area / bidang utama yang

memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :

KEPEFPINMPIN AN DAN MANAJEREMN
FPEMNGADILAMN

KEBUAKAMN-KEBIIAK AN PEMNGADI LAM

SUMBER DAYA MAMNUSLA, SARAMNA-PRASARAMNA
DAM KEUAMNGAMN

PEMYELEMN GGARAAMN PERSIDHA MNGAMN

EKEBUTUHAMN DAMN KEPUASAN PEMNGGLIMN &
PEMGADILAM

PELAYAMAM PEM GADILAMN YAMNG TERIAMGKAL
KEPERCAY AAN DAM KEYAKIMNAMN MASYARAKAT
PADA PEMNGADLAM

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai peradilan agama tingkat banding
di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan
berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Terhadap arah kebijakan tersebut,
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memastikan implementasinya pada
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta seluruh Pengadilan Agama di wilayah
hukumnya dengan capaian atas arah kebijakan pada blue print Mahkamah Agung RI
sepajang tahun 2015-2019 secara garis besar terlihat pada kondisi penyelesaian

perkara Pengadilan Agama Tk. Pertama sampai dengan tahun 2015 - 2019 sebagai
3
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referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi dapat
ditunjukkan pada data berikut :

1.1 Penyelesaian Perkara

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memegang peranan yang sangat penting

dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat, terwujudnya kepastian
hukum menjadi tugas utama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dalam rangka
melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyajikan data
secara transparan tentang keadaan perkara baik dari tingkat pertama maupun tingkat

banding.
1.1.1 Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membawahi 38 Pengadilan Agama yang
yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Persentase Penyelesaian perkara
Pengadilan Agama se Jawa Timur dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik
dan tabel berikut:

Grafik 1.1 Penyelesaian Perkara Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2015-2019
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Tabel 1.2 Penyelesaian perkara Pengadilan Tingkat Pertama tahun 2015-2019

SISA
SISA AKHIR PERSENTASE PERSENTA
\[0) TAHUN TZ-\KI:.[IJN DITERIMA DICABUT DIPUTUS TAHUN PENYELESAIAN SE SISA
1 2015 21.627 108.632 6.134 104.119 20.006 84.64% 15.36%
2 2016 20.006 109.202 6.400 105.575 17.233 86,66% 13,34%
4
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3 2017 17.233 110.227 6.058 106.107 15.295 87.41% 12,00%
4 2018 15.295 119.896 6.137 115.094 13.960 89,67% 10,33%
5 2019 13.960 121.783 6.849 119.976 8.918 93,43% 6,57%

Dari grafik dan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkara
yang diterima oleh Pengadilan Agama se Jawa Timur dari tahun 2015-2019 namun
tidak menjadi kendala terhadap tingkat penyelesaian perkara, dimana tetap terjadi
penurunan jumlah sisa perkara setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah cukup
meningkat karena selama lima tahun semakin sedikit sisa perkaranya sehingga
penyelesaian perkara semakin banyak, dan pada tahun 2019 penyelesaian perkara

sebesar 93,43% dengan sisa perkara 6,57%.
1.1.2 Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Banding

Persentase Penyelesaian perkara pada tingkat banding dari tahun 2015-2019
dapat dilihat pada Grafik dan tabel berikut:

Grafik 1.3 Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Tahun 2015 s/d 2019
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Tabel 1.4 Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019

SISA SISA

TAHUN = TAHUN = DITERMA  JYMLAH i epBUT  DIPUTUS  AKHIR  FERSENTASE - PERSENTASE

MASUK PENYELESAIAN SISA
1 2015 14 382 396 0 379 15 95,71% 4,29%
2 2016 15 415 430 2 417 11 97,44% 2,56%
3 2017 1 550 561 2 543 16 97,15% 2,85%
4 2018 16 473 489 1 474 14 97,14% 2,86%
5 2019 14 554 568 0 549 19 96,65% 3,35%

Sisa perkara banding yang belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya pada tahun 2018 sebanyak 14 perkara. Sedangkan perkara permohonan
banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2019
sebanyak 554 perkara, keseluruhannya berjumlah 568 perkara. Perkara banding
yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 549 perkara, perkara dicabut sebanyak
0 perkara, sehingga perkara yang diselesaikan sebanyak 549 perkara, terdiri dari
14 perkara yang merupakan sisa tahun 2018 dan 535 perkara yang diterima tahun
2019, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2019 sebanyak 19 perkara (3,35 %).

Menyikapi hal tersebut, dalam menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020-2024, diperlukan analisis data
kondisi di internal satker. Antara lain mengenai keadaan perkara, kondisi

infrastruktur serta sumber daya manusia yang ada.

1.2 Pengelolaan Teknologi Informasi
Era Industri digital 4.0. ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan
informasi dan komunikasi yang begitu pesat dan masif. Perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi ini adalah menjadi sebuah keharusan dalam menjawab
tantangan yang lebih besar di era global. Perkembangan zaman yang bergerak sangat
dinamis serta pergerakan globalisasi yang begitu besar, hal-hal tersebut memaksa

institusi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya untuk terus
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menerus berupaya untuk berinovasi dan melakukan pembaharuan-pembaharuan yang
konstruktif sejalan dengan perkembangan zaman itu sendiri.
1.2.1 Implementasi E-Court

Untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman
yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien,
Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik yang menyempurnakan PERMA No. 3 Tahun 2018
tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, mengeluarkan
sistem e-Court. E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk
pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online
(e-filing), taksiran panjar biaya secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar
biaya secara online (e-payment), pemanggilan pihak secara online (e-summons)
dan persidangan secara online (e-litigation).

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai mensosialisasikan E-Court pada
tahun 2018. Langkah awal yang dilakukan adalah memerintahkan Pengadilan Agama
di wilayah Jawa Timur untuk melakukan kerjasama dengan Bank mengenai sistem
pembayaran melalui Virtual Account. Sistem E-Court Mahkamah Agung RI bekerja
sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar
Perkara untuk menyediakan Virtual Account (nomor pembayaran). Bank Pemerintah
yang ditunjuk adalah Bank BRI, BRI Syariah, BNI, BNI Syariah, Mandiri dan Bank
Syariah Mandiri. Dalam mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang
Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, seluruh pengadilan Agama di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah berhasil menyelesaikan
konfigurasi sistem pembayaran menggunakan virtual account dan dievaluasi oleh
Dirjen Badan Peradilan Agama di Hotel Vassa Surabaya tanggal 29 s/30 November
2018.

Pada bulan Agustus 2019, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai salah
satu pengadilan tingkat banding yang ditunjuk untuk mengawal implementasi pilot
project e-litigasi (persidangan elektronik) pada Pengadilan Agama Surabaya. Dimana

7
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Pengadilan Agama Surabaya sebagai salah satu dari 4 (empat) pengadilan di
lingkungan Peradilan Agama yang menjadi percontohan e-litigasi. Sosialisasi
PERMA 1 Tahun 2019 dan TOT (Training Of Trainer) Aplikasi E-Court (e-Filling,
e-Payment, e-Summons, e-Litigation) dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Jakarta
dari tanggal 13 s.d 15 Agustus 2019.

. Rekapitulasi penerimaan dan penanganan perkara e-Court pada satuan kerja
di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2019 adalah sebagai
berikut:

Tabel 1.5 Penyelesaian perkara e-Court pada Pengadilan Tingkat Pertama tahun 2019
JUMLAH PERKARA SECARA ELEKTRONIK

DIPUTUS I\ifg Ifl
SECARA SECARA  JUMLAH
NO. NAMA SATKER DITERIMA  DICABUT | ELEKTRONIK BIASA DALAM
PROSES
1 PA. BANGIL 47 3 2 29 31 13
2 | PA. BANGKALAN 53 0 2 38 40 13
3 | PA. BANYUWANGI 403 20 0 252 252 131
4 | PA. BAWEAN 42 1 1 40 41 0
5 | PA.BLITAR 56 2 0 24 24 30
6 | PA.BOJONEGORO 86 3 2 74 76 7
7 | PA.BONDOWOSO 7 0 0 4 4 3
8 | PA.GRESIK 105 0 g 68 73 32
9 | PA.JEMBER 19 0 1 6 7 12
10 | PA. JOMBANG 204 19 3 128 131 54
11 | PA. KANGEAN 9 0 0 5 5 4
12 | PA. KAB. KEDIRI 113 12 1 73 74 27
13 | PA. KODYA KEDIRI 14 0 0 10 10 4
14 | PA. KRAKSAAN 210 8 0 175 175 27
15 | PA.LAMONGAN 187 16 6 114 120 51
16 | PA. LUMAJANG 14 0 2 6 8 6
17 | PA. KAB. MADIUN 232 0 1 184 185 47
18 | PA. KODYA MADIUN 42 7 2 25 27 8
19 | PA. MAGETAN 93 0 0 79 79 14
20 | PA. KAB. MALANG 1068 0 2 943 945 123
21 | PA. KODYA MALANG 242 17 0 170 170 55
22 | PA.MOJOKERTO 107 4 3 85 88 15
23 | PA.NGANJUK 101 0 1 81 82 19
24 | PA.NGAWI 189 1 1 152 153 35
25 | PA.PACITAN 8 0 2 6 8 0
26 | PA. PAMEKASAN 142 5 0 80 80 57
27 | PA.PASURUAN 12 1 1 5 6 5
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28 | PA.PONOROGO 157 2 1 142 143 12
29 | PA. PROBOLINGGO 35 1 0 23 23 11
30 | PA.SAMPANG 33 1 0 22 22 10
31 | PA. SIDOARJO 131 7 4 79 83 41
32 | PA.SITUBONDO 44 5 0 34 34 5
33 | PA. SUMENEP 106 0 1 105 106 0
34 | PA. SURABAYA 312 18 57 169 226 68
35 | PA. TRENGGALEK 106 0 0 89 89 17
36 | PA.TUBAN 13 0 2 8 10 3
37 | PA. TULUNG AGUNG 80 13 0 42 42 25
JUMLAH 4822 166 103 3569 3672 984

1.2.2 Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik dan nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,
Mahkamah Agung membuat sebuah aplikasi pencatatan dan penelusuran perkara di
Pengadilan yang disebut SIPP.

SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua
informasi perkara terkait proses penanganan perkara, misalnya pendaftaran perkara,
biaya perkara, informasi susunan majelis Hakim, nomor perkara, jadwal persidangan,
tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun, dan dimanapun dengan
mudah, cepat dan murah. Selain itu aplikasi SIPP difungsikan oleh pimpinan
Pengadilan untuk memonitor kinerja Hakim dan aparatur Pengadilan tertib
administrasi sebagai media kinerja yang efektif bagi internal Pengadilan termasuk
pengawasan media. Oleh karena itu, administrasi perkara melalui SIPP selalu
digalakkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap Pengadilan Agama se
Jawa Timur dengan selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi Kinerja
penanganan perkara melalui SIPP. Terbukti, sampai dengan akhir tahun 2019 seluruh
Pengadilan Agama secara keseluruhan telah berada pada zona hijau (nilai akhir
diatas 70%). Yang lebih membanggakan, dua satker yaitu Pengadilan Agama jember
dan Pengadilan Agama Kab. Malang mendapatkan piagam penghargaan dari Ditjen
Badilag dalam kategori berhasil mempertahankan posisi 10 besar secara berturut-

turut tiap minggu selama tahun 2019.
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1.3 Peningkatan Pelayanan Publik
1.3.1 Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi adalah suatu pengakuan terhadap lembaga yang diberikan oleh
badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga tersebut memenuhi syarat
kebakuan atau kriteria tertentu. Adapun Penjaminan Mutu adalah serangkaian proses
yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data
mengenai Kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan

mutu secara berkelanjutan.

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan merupakan suatu penilaian
menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu (TPM) untuk menentukan
peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan
mutu pada Pengadilan. Kegiatan akreditasi tersebut merupakan pengembangan dari
kegiatan sertifikasi I1SO yang dilakukan oleh pengadilan untuk mencapai
optimalisasi, efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan kegiatan di lingkungan
pengadilan. Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu mengacu pada 7 Kkriteria
Indonesian Court Performance Excellent (ICP-E), vyaitu : Kepemimpinan
(Leadership), Perencanaan Strategis (Strategic Planning), Fokus Pelanggan
(Customer Focus), Sistem Dokumen (Document System), Manajemen Sumberdaya
(Recources Management), Manajemen Proses (Process Management) dan hasil kerja

(Perfomance result).

Dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dan Pengadilan Agama se Jawa Timur telah terakreditasi oleh Tim
Penjaminan Mutu (TPM) dan memperoleh nilai A (Excellent). Untuk memelihara
konsistensi atas hasil assesment yang telah dicapai dan bahkan meningkatkan
hasilnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkesinambungan telah
melaksanakan sosialisasi, asistensi dan pendampingan terhadap seluruh satuan kerja

yang akan melaksanakan surveillance APM.

1.3.2 Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah

yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah
10
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Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui
reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik.

Sejak tahun 2019, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama
se Jawa Timur telah melaksanakan deklarasi pembangunan Zona Integritas yang
disaksikan oleh stakeholder external. Di tahun yang sama, tepatnya pada bulan
Desember, Pengadilan Agama Lamongan, Pengadilan Agama Blitar, Pengadilan
Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Kab. Kediri berhasil meraih prestasi
sebagai unit kerja pemerintah berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyusul
Pengadilan Agama Surabaya yang mendapat predikat WBK setahun sebelumnya.

1.3.3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal
sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
PTSP bertujuan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan,
terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang

prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018
tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di
Lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan
Agama se Jawa Timur telah menerapkan implementasi dari Surat Keputusan tersebut
dengan dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP), aplikasi antrian dan survey
layanan. Bahkan saat ini seluruhnya telah disesuaikan dengan penerapan protokol
kesehatan dengan pemberian tambahan pengamanan bagi petugas PTSP berupa :
kaca/pembatas dengan pihak terlayani, detektor suhu, handsanitizer, wastafel cuci
tangan, air minum gratis, kursi roda, charge handphone, ruang tamu terbuka, ruang

bermain anak, ruang menyusui (laktasi) serta mewajibkan penggunaan masker.

11
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1.3.4 Inovasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara
sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karenanya pemerintah dan
kementerian/lembaga wajib hukumnya menyelenggarakan pelayanann publik yang
sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebagian masyarakat seringkali mendapat
pengabaian pelayanan publik yang baik dari penyelenggara pelayanan publik bahkan
kecenderungan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan seadanya.

Untuk menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat maka
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menciptakan inovasi-inovasi dengan tujuan
pemberdayaan, pembelajaran, dan pengembangan menyebarluaskan ide Kkreatif,
gagasan, dan terobosan guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 terdapat 4 (empat) inovasi Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya untuk mendekatkan/menyentuh masyarakat langsung dan

kegunaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Inovasi tersebut adalah

1.3.4.1 AREMA (Aplikasi notifikasi register, amar dan pengiriman salinan
putusan banding)

AREMA atau Aplikasi notifikasi REgister, aMAr dan pengiriman
salinan putusan banding. Notifikasi ini terkirim pada pihak melalui aplikasi
Whatsapp saat perkara bandingnya telah diregistrasi petugas melalui aplikasi
register perkara. Untuk itu data nomor handphone yang terkoneksi dengan
Whatsapp harus diinputkan saat pendaftaraan perkara pada Pengadilan tingkat
pertama. Ketika berkas diterima oleh bagian banding PTA Surabaya, Perkara
yang sudah diregister akan mengirimkan notifikasi pada pihak, demikian juga
apabila perkara telah putus, maka aplikasi ini juga akan mengirimkan
notifikasi kepada pihak berperkara beserta amar putusannya. Inovasi ini
menjawab kebutuhan para pihak pencari keadilan akan informasi penanganan
perkara bandingnya dengan cepat dan tepat. Karena sebelumnya informasi
perkara telah teregister di Pengadilan Tingkat Banding baru dapat diperoleh

melalui Pengadilan pengaju, demikian juga untuk amar putusan.
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1.34.2

1.3.4.3

Aplikasi online pengawasan penyelesaian perkara Pengadilan Agama
Se Jawa Timur (SIMONA)

Aplikasi yang bermanfaat untuk memonitoring Kkinerja penyelesaian
perkara melalui aplikasi SIPP (sistim informasi penelusuran perkara) setiap
saat, baik oleh pimpinan satker/ Hakim, Hakim Tinggi Pengawas Daerah

sehingga ketidaksesuaian data dapat diantisipasi sedini mungkin.

Dapat mempermudah monitoring penerimaan perkara ( para pihak
kosong, E-Doc, Gugatan Kosong ) tahap persiapan ( penunjukan PMH,
penunjukan PP, Penunjukan JS, Penunjukkan PHS), Tahap persidangan
( Jadwal Sidang), Tahap Putusan (belum putus sudah ada redaksi dan materai,
Sudah Putus E-Doc belum di Upload, Sudah Putus E-Doc anonimasi belum di
Upload ), Data BHT (Perkara Permohonan telah berkekuatan hukum tetap,
perkara gugatan telah berkekuatan hukum tetap), Tahap Perkara Putus
(Putus Cerai Gugatan Hadir terbit Akta Cerai, Putus cerai talak hadir
penetapan hari sidang ikrar, Putus cerai talak hadir gugur, Pemberitahuan isi
putusan cerai gugat di luar hadir, cerai gugat di luar hadir terbit akta cerai,
pemberitahuan isi putusan cerai talak di luar hadir, Penetapan hari sidang ikrar
cerai talak di luar hadir, Cerai talak gugur, Pemberitahuan isi Putusan Putus

verstek cerai gugat ).

Register Online dan Keuangan Perkara (REOG)

Aplikasi REOG (REgister Online Perkara dan keuanGan) digunakan
untuk mencetak Buku Induk Register Perkara Banding dan Jurnal Keuangan
Perkara Banding dimana datanya bersumber dari Aplikasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) Banding dan Aplikasi Sistem Infromasi
Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama se-Jawa Timur. Untuk
mencetak Buku Induk Register Perkara Banding tidak diperlukan lagi input
data,karena data diambil dari server data sinkronisasi SIPP Pengadilan Agama
se Jawa Timur. Aplikasi REOG digunakan oleh bagian kepaniteraan PTA
Surabaya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Aplikasi ini dibuat oleh

Tim Inovasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang beranggotakan admin
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IT dari 5 Pengadilan Agama di Jawa Timur. Aplikasi REOG dapat diakses di
http://data.pta-surabaya.go.id/ereqgister/

1.3.4.4 SIAP (sistim informasi absensi pegawai)

Sistem Informasi Absensi Pegawai Online ini agar dapat memudahkan
monitoring kedisiplinan pegawai seluruh Pengadilan Agama se Jawa Timur
dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. SIAP Online adalah sistem aplikasi
absensi pegawai yang berbasis website (web based) yang secara khusus
diperuntukkan untuk menampung data kehadiran pegawai di lingkungan
satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama se
Jawa Timur. SIAP Online diterapkan untuk membangun organisasi berkinerja
tinggi melalui pengembangan sistem pengawasan disiplin aparatur negara

dengan berbasis teknologi informasi.

2. Potensi dan Permasalahan
2.1 Analisis SWOT

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam rangka menjalankan tugas pokok
dan fungsi berdasarkan Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 sebagai arah
kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung RI dan Reviu kesatu
Renstra Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2020-2024 akan terus berupaya
melakukan perbaikan dengan mengambil langkah-langkah kebijakan strategis guna
mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan analisa SWOT dalam
menganalisa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity)
dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengambil
kebijakan strategis dengan memaksimalkan segala kemampuan, meminimalisir
kelemahan dan ancaman yang datang serta memanfaatkan peluang. Berikut kami

uraikan analisa SWOT yang dimilki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya:

2.1.1 Kekuatan (Strength)
Kekuatan (strength) yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

sebagai berikut :
14
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

Adanya Rapat Koordinasi secara virtual yang berisi pembinaan dan koordinasi
dari Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada pimpinan Pengadilan

Agama se Jawa Timur;

Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dengan Pengadilan Agama se Jawa Timur dengan memanfaatkan

teknologi;

Implementasi Aplikasi SIPP untuk penyelenggaraan administrasi perkara;
PTSP online yang dapat diakses oleh Badilag;

Jabatan Struktural dalam Struktur Organisasi lengkap dan terpenuhi;
Memiliki inovasi-inovasi pelayanan;

Adanya Kejelasan Bisnis Proses, Alur Berperkara, serta Sarana dan Mekanisme

Penyelesaian Pengaduan;

Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas;

Reformasi Tata Kelola Peradilan;

Adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten;

Adanya kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Panitera dan Pegawai;
Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP);

Adanya DDTK mengenai materi tertentu sesuai kebutuhan;

Adanya sarana layanan berbasis Teknologi Informasi;

Adanya sistem pengawasan regular maupun insidentil yang efektif olenh Hakim

Tinggi Pengawas Daerah

Adanya diskusi hukum, pembinaan pegawai, bedah berkas secara berkala
sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas;

Tersusunnya Renstra dan Program Kerja Tahunan yang efektif;
Semangat dan etos kerja pegawai yang tinggi;
Komunikasi Pimpinan dengan Pegawai dan antar Pegawai yang baik;

Adanya Job Description dan SK Penunjukannya;
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21. Memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai;
22. Tersedianya Rumah Dinas untuk Pimpinan.

2.1.2 Kelemahan (Weakness)
Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan
perbaikan- perbaikan, sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Kantor yang kurang memadai dan bangunan kantor belum

sesuai prototype;
2. Kurangnya konsistensi untuk melaksanakan SOP dan Job Description;

3. Anggaran untuk pengembangan pegawai melalui sosialisasi ataupun bimbingan
teknis demikian pula untuk kegiatan diskusi hukum dan bedah berkas belum

mencukupi;
4. Belum maksimalnya tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Kurangnya jumlah Pegawai baik Tenaga Teknis maupun Non Teknis;
6. Kurangnya anggaran penanganan Covid-19;

7. Belum optimalnya pemenuhan layanan dan jaminan kesehatan bagi Hakim tingkat

banding;
8. Kesejahteraan PPNPN belum terpenuhi.
2.1.3 Peluang (Opportunity)

Berikut ini peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan
perbaikan, sebagai berikut :

1. Adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku);

2. Adanya koordinator Pengadilan Agama se Jawa Timur untuk mengatasi masalah
kesulitan komunikasi dan koordinasi karena wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya yang cukup luas;
3. Aplikasi pengguna layanan berbasis web/desktop;

4. Kerjasama dengan Bank BRI, BNl  Syariah dan BSM berkaitan  dengan
pembayaran dan penyimpanan Panjar biaya perkara dan gaji serta tunjangan
pegawai dan transaksi lainnya;
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Hubungan dan koordinasi yang baik dengan Pengadilan Tinggi Surabaya,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Militer Tinggi 111
Surabaya, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Timur, Kanwil DJKN Provinsi Jawa Timur, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa

Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur;

Hubungan dengan Pemprov, Pemda, UIN, UNAIR, Forkopimda dan Instansi
terkait yang sangat baik;

Budaya masyarakat Jawa Timur yang mayoritas muslim, menunjang kepatuhan
masyarakat terhadap hukum Islam;

Perkembangan perekonomian Jawa Timur yang cukup maju;

Perkembangan teknologi yang cukup pesat dan layanan dari penyedia jasa
teknologi telekomunikasi yang cukup baik;

10. Kualitas pendidikan masyarakat Jawa Timur yang semakin meningkat;

11. Sarana transportasi antar kota/kabupaten di Jawa Timur cukup memadai.

2.1.4 Tantangan (Threat)

Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat

dicari strategi untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut:

1.
2.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang cukup luas;

Jumlah dan populasi penduduk Jawa Timur yang cukup besar;

. Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja ke luar negeri;

Jangkauan ke satuan kerja yang berada di kepulauan di wilayah Jawa Timur (

Bawean dan Kangean) cukup sulit / memakan waktu;

. Adanya pandemi Covid-19;
. Seringnya terjadi bencana alam di Pengadilan Agama wilayah Jawa Timur;

. Ketersediaan anggaran dari pemerintah yang kurang untuk dapat memberikan

pelayanan terhadap masyarakat miskin;

. Penetapan standar layanan yang semakin tinggi.
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Untuk menghadapi beberapa kelemahan tersebut, maka Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya berusaha untuk mencari solusi terbaik dengan memaksimalkan

beberapa strategi diantaranya:

Strategi memanfaatkan kekuatan (Strenght) dengan memanfaatkan peluang

(Opportunity) :

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan bekerjasama dengan penyedia jasa layanan telekomunikasi;

2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Panitera dan Pegawai diperkuat dengan
mengacu pada Aturan dan Dasar Hukum yang jelas;

3. Dengan Job Description dan SK Penunjukan yang jelas meningkatkan koordinasi
dan kerja sama dengan Stakeholder;

4. Dengan kelengkapan sarana prasarana yang memadai mendukung pelayanan

prima Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Strategi mengatasi kelemahan (Weakness) dengan memanfaatkan peluang
(Opportunity) :

1. Memaksimalkan Koordinasi dan komunikasi kepada Pengadilan Agama di

wilayah PTA Surabaya dengan bantuan koordinator Pengadilan Agama;

2. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tupoksi untuk

membantu mengatasi masalah kekurangan SDM;

3. Melaksanakan dengan baik peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat

memaksimalkan tindak lanjut hasil pengawasan.

Strategi memanfaatkan kekuatan (Strenght) dengan mengatasi tantangan (Threat) :

1. Memaksimalkan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan memanfaatkan
teknologi informasi dapat membantu mengatasi permasalahan luasnya wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan jangkauan ke satuan kerja yang

cukup sulit;

2. Memaksimalkan kinerja berdasarkan job description untuk mengatasi kurangnya

anggaran dan meningkatnya layanan karena jumlah penduduk yang cukup besar.
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Strategi mengatasi kelemahan (Weakness) dengan mengatasi tantangan (Threat) :

1. Memberi pelatinan atau DDTK kepada pegawai yang belum sepenuhnya
menguasai teknologi informasi agar pemanfaatan teknologi informasi dapat

dimaksimalkan untuk mengatasi masalah luasnya wilayah hukum;

2. Memahami SOP dan Job Description dengan mengimplementasikan dalam
pelayanan sehingga meskipun jumlah pengguna layanan meningkat tidak akan

menjadi hambatan;

3. Mengajukan anggaran guna penambahan tenaga kontrak yang menguasai T untuk
mengatasi kekurangan pegawai, untuk mempermudah pelaksanaan Tupoksi dalam

melayani PA se Jawa Timur yang wilayahnya cukup luas.

2.2 Pihak Berkepentingan
Pihak Berkepentingan / Interested Parties

Klasifikasi Pihak

Pihak Berkepentingan ~_ Berkepentingan
Kunci Utama Penunjang

1. Masyarakat Pencari Keadilan (Para Pihak)  x
2. Sekretaris Mahkamah Agung X
3| Ditjen. Badan Peradilan Agama Mahkamah X
4. Pengadilan Agama Se Jawa Timur X
5. Pengadilan Tinggi Surabaya| X
6. PT. Bank Rakyat Indonesia X
7. PT. Bank Negara Indonesia Syari’ah X
8. PT. Kantor Pos Indonesia, TIKI, JNE dan X
9. Advokat X
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
10. X
Lelang
(KPKNL) Surabaya
11 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara X
' (KPPN) Surabaya 11
12 Direktorat ~ Jenderal  Perbendaharaan X
' (DPJB) Surabaya
13 Direktorat Jenderal Kekayan Negara X
' (DJKN) Surabaya
14, PT. Tabungan Pensiun (Taspen) Surabayal X
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15, Badan Kepegawaian Negara Regional V Jawa
16 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS)
17. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) X
18. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
19. Perusahaan Listrik Negara (PLN) X
20. PT. Telkom Indonesia
21. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) X
22. Perguruan Tinggi X
23 Sekolah  Menengah  Atas/Sekolah X
Menengah
24. Penyedia Barang dan Jasa Pengadilan X
25. Pemerintah Prbpinsi Jawa Timur X
26. Dinas Pemadam Kebakaran X

2.2.1 Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

Strategi Organisasi
Pihak Kebutuhan dan Harapan Memenuhi

Berkepentingan Kebutuhan dan
Harapan

1| Masyarakat pencari | Putusan memenuhi rasa keadilan| Dilakukan  eksaminasi  secara

keadilan (para berkala dan pembinaan secara
pihak) simultan kepada aparatur
pengadilan.

Hasil Produk pengadilan | Penetapan, Pengembangan, dan

diterima tepat waktu | pemantauan  pelaksanaan  SOP
bidang  kepaniteraan  berjalan
sesuai ketentuan

Persidangan perkara tepat| Penetapan, pengembangan, dan

waktu dan transparan | pemantauan  pelaksanaan  SOP
bidang  kepaniteraan  berjalan
sesuai ketentuan.
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Biaya perkara terjangkau

Perhitungan biaya perkara
berdasarkan  pada  peraturan
perundangan yang berlaku..

Perkara Banding dapat segera
(cepat) diputuskan

Penggunaan SDM yang kompeten,
penetapan dan pengembangan
SOP bidang kepaniteraan dan
bidang kesekretariatan,
penerapan teknologi informasi
yang handal untuk mendukung
layanan masyarakat yang prima.

Monitor informasi perkara

Peningkatan dan pengembangan
Tegnologi informasi (Im),
Memberikan informasi secara jelas
kepada pencari keadilan

N

Sekretaris Mahkamah
Agung

Meningkatkan realisasi
anggaran DIPA 01 guna
perbaikan dan  pemenuhan
sarana dan prasarana peradilan

Memaksimalkan penyerapan
anggaran

Memberikan laporan
administrasi umum yang akurat

Membuat laporan administrasi
umum secara akurat dan tepat
waktu

w

Ditjend. Badan
Peradilan Agama
Mahkamah
Agung

Terserapnya realisasi anggaran
DIPA 04 guna peningkatan
kualitas pelayanan secara tepat
sasaran

Mengajukan usulan anggaran
DIPA

04 secara intens dan hierarkis serta
memaksimalkan penyerapan
anggaran

Penyampaian  laporan
perkara secara tepat waktu

Membuat laporan perkara
secara tepat waktu

Peningkatan layanan publik

Memaksimalkan penggunaan 11
(sebelas) inovasi Badilag

N

Pengadilan Agama
Se Jawa Timur]

Pelayanan di bidang
kesekretariatan dapat dilakukan
dengan cepat dan tepat waktu

Penetapan, pengembangan, dan
pemantauan  implementasi SOP
bidang Kesekretariatan
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Pelayanan dalam penanganan
perkara banding dapat dilakukan
dengan cepat dan efektif

Penetapan, pengembangan, dan
pemantauan  implementasi SOP
bidang Kepaniteraan

Adanya Koordinasi, pembinaan
(Zl, APM) dan pengawasan
secara berkala

Pelaksanaan Kordinasi

secara berkala

Rapat

5 Pengadilan| Adanya koordinasi yang baik Melakukan komunikasi dan
Tinggi Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi secara intensif dalam
maupun dalam penyampaian penyampaian laporan
laporan keuangan dan RKBMN
kepada Korwil
6 PT Bank Pencairan DIPA dan gaji Melakukan pencairan dana
Rakyat Indonesial pegawai tetap melalui bank BRI APBN
7 PT Bank Pembayaran gaji Tenaga | Melakukan  koordinasi  dalam
Negara Indonesia Kontrak melalui Bank BNI | pencairan gaji tenaga kontrak
Syariah Syariah
8 Bank Syariah | Pencairan gaji pegawai melalui | Melakukan pencairan gaji
Mandiri Bank Syariah Mandiri
9 PT. Kantor Pos | Meningkatnya pengiriman dan | Penetapan, pengembangan, dan
Indonesia, TIKI, JNE | penerimaan dokumen-dokumen | pemantauan  pelaksanaan SOP
dan JNT | berkaitan dengan | bidang persuratan
kesekretariatan dan
Kepaniteraan melalui kantor Pos
Indonesia / TIKI/ JNE / TNT
10 Advokat Mendapatkan pelayanan dan | Menetapkan Syarat bagi
kepastian hukum bagi kliennya | kelancaran jalnnya persidangan
secara cepat dan tepat dengan  penyiapkan  softcopy
gugatan/permohonan,
jawaban, replik, duplik dan
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Menjadi perantara/mewakili | Menetapkan kelengkapan syarat
para pihak | bagi seorang Advokad/Pengacara
untuk  mewakili  kliennya di
Pengadilan seperti surat kuasa,
kartu Anggota dan Berita Acara
Penyumpahan
11| Kantor Penetapan aset BMN| Meningkatkan SDM bagi
Kekayaan pengelola asset untuk diverifikasi
dan oleh  KPKNL dan peningkatan
( KPKNL) pemantauan pelaksanaan SOP
bidang Umum
Penjualan asset secara lelang Eksekusi lelang cukup dengan
lelang
12 Menyampaikan rekonsiliasi| Memuat  dokumen  pencairan
penyerapan anggaran  secara| secara teliti dan tepat waktu
Perbendaharaan | akurat dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui
Negara (KPPN) KPPN
Meningkatkan pemantauan
pelaksanaan SOP bidang umum
dan Keuangan berjalan sesuai
ketentuan
Menyampaikan pengajuan SPM| Membuat SPM dan dokumen
secara teliti sehingga pendukungnya secara teliti
meminimalisir adanya ralat
SPM dan SP2D
13 Direktorat| Mengajukan revisi administratif| Menjadikan RPD pada halaman 111
penyesuaian halaman Il DIPA | DIPA sebagai plafon pencairan
Perbendaharaan | pada triwulan berjalan anggaran setiap bulan
14} Direktorat Menyampaikan laporan Menginventarisasi BMN
Kekayaan penggunaan  BMN  secara dan memanfaatkan secara tepat
(DJKN) akuntabel guna
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(BPJS) Kesehatan

Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan

15 Kantor,  Pembayaran Pajak tepat waktu| Meningkatkan pemantauan SOP
Pelayanan bidang keuangan serta
Pajak (KPP) meningkatkan kualitas SDM dan
intensifkan ~ pengawasan  baik
dalam dan luar kedinasan
16 PT. Tabungan| Memberikan data yang | Pemantauan pelaksanaan SOP
Pensiun akurat bagi PNS yang akan| bidang kepegawaian berjalan
(TASPEN)| memasuki usia pension sesuai ketentuan
17/ Badan Kepegawaian Koordinasi yang baik dalam | Melakukan  koordinasi  secara
Negara Regional V| pengelolaan Kenaikan Pangkat, | berkala dengan BKN Regional V
Jawa Tmur| Pensiun, Kartu Pegawai, Kartu
Suami/Istri
18| Badan Penyelenggara | Pelayanan jaminan kesehatan | Meningkatkan  kerjasama  dan
Jaminan Sosial | para pegawai melalui Badan | kordinasi untuk pelayanan

jaminan kesehatan bagi pegawai.

Surabaya

19  Badan  Pertanahan | Memberikan data yang akurat Melakukan koordinasi secara
Negara (BPN) berkala

20 Perusahaan  Listrik|  Pembayaran listrik tepat waktu Melakukan koordinasi secara|
Negara (PLN) berkala

21 PT. Telkom Pembayaran Jasa Melakukan pembelian paket
Indonesia telekomunikasi tepat waktu internet yang memadai

22| Perusahaan  Daerah Pembayaran air PDAM Melakukan koordinasi secara
Air Minum (PDAM) tepat waktu berkala
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23 Perguruan Tinggil Mempermudah pemberian izin Menjalin komunikasi dan kerja
magang sama antar lembaga/instansi
dengan baik
24 Sekolah Tersedianya SDM yang Menjalin komunikasi dan kerja
menengah berkualitas dan siap kerja sama antar lembaga/instansi
Atas/Sekolah (PRAKERIN) dengan baik
Menengah Kejuruan
25/ Penyedia Barang dan Menjadi rekanan dalam| Melakukan ~ Koordinasi ~ dan
Jasa Pengadilan pemenuhan Barang dan kerjasama  dengan penyedia
Tinggi Agama Jasal barang dan jasa
Surabayal
26 Pemerintahl Komunikasi dan  Koordinasi Meningkatkan kerjasama
Propinsi Jawa Timur| yang baik dan koordinasi melalui
Forkompimda.
27 Dinas Terlaksananya sosialisasi Melakukan koordinasi secara
Pemadam| penanggulangan bencana berkala
Kebakaran| kebakaran
28 POLDA Terlaksananya koordinasi untuk Melakukan koordinasi secara
keamanan berkala
29 Dinas Kependudukan| Terlaksananya koordinasi untuk Melakukan koordinasi secara
dan Catatan Sipil| data kependudukan berkala
30 Rumah Sakit Terlaksananya koordinasi untuk Melakukan koordinasi secara

pelayanan bidang kesehatan

berkala
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BABII
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Visi Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya mengacu pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang Agung”
2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4.

Meningkatkan kredibiltas dan transparansi badan peradilan.

A) Menjaga kemandirian Badan Peradilan.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, trasnparan
dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim
dalam menjalankan tugasnya. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh
negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga
lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman
sebagaimana tersebut pada poin 1 azas azas dasar indenpensi kekuasaan kehakiman
PBB (resolusi sidang umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13
Desember 1985). Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga
mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/
fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan
penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap
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manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara

diantara para hakim mengenai masalah masalah hukum yang berkembang.

B) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Menyadari hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
melakukan perbaikan dengan meningkatkan pelayanan publik dan memberikan
jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan bagi para pencari keadilan
pada dasarnya merupakan nilai yang subyektif, mengingat adil menurut satu pihak
tetapi belum tentu adil bagi pihak lainnya. Penyelenggaraan peradilan atau penegak
hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil
dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan ke dua
belah pihak. Perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
selain menyentuh aspek yudisial yaitu substansi putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan, juga meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai
penunjang berjalannya proses yang adil, sebagai contoh adanya pengumuman jadwal
secara terbuka dan pemberian salinan putusan sebagai bentuk jaminan akses bagi

pencari keadilan.

C) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan
kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan
badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu
merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial).
Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk
menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk arean non
teknis, secara operasional pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan
administrasi.

Dengan kata lain pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi
yudisial dan non yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan
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badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis
yudisial dan non yudisial (kepemimpinan dan manajerial) dengan cara melakukan
pembinaan secara rutin, diskusi hukum, dan mengikutsertakan dalam pelatihan

pelatihan baik secara virtual maupun langsung.

D) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk
mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya
menjaga Kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektikan sistem pembinaan,
pengawasan serta publikasi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain
sebagi bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang
terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam badan
peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil
peradilan akan mendapatkan kejelasan tentang jenjang Kkarir, kesempatan
pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun
hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta
jaminan proses yang jujur dan adil hanya dapat dicapai dengan usaha para personil
peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi
teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan
keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran pelayanan peradilan dari manual
harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dalam rangka layanan administrasi peradilan berbasis teknologi dimulai
dengan menggunakan aplikasi SIADPA selanjutnya berubah ke aplikasi SIPP
(Sistem Informasi Penulusuran Perkara), pendaftaran perkara secara online (e-
Court), memasukkan putusan kedalam derektori putusan dan adanya kebijakan dari
Dirjen Badilag untuk menerapkan one day publish dan one day minute Dalam
administrasi umum telah menerapkan aplikasi KOMDANAS, aplikasi SIKEP, dan
aplikasi tata persuratan (SURAMADU).
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3. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka
mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam jangka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahun. Adapun tujuan strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan;
2. Setiap pencari keadilan dapat mengakses produk layanan pengadilan;
3. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional.

Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja

1 Terwujudnya Persentase sisa perkara 100%
Peradilan Yang perdata agama yang
Memenuhi Rasa diselesaikan
Keadilan Bagi
Pencari Keadilan Persentase perkara yang 98%
diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara yang tidak 74%
mengajukan upaya hukum
Kasasi
Index responden Peradilan 95%
Tingkat Pertama yang puas
terhadap layanan Pengadilan
Tinggi Agama
2 Setiap Pencari Persentase salinan putusan 100%
Keadilan Dapat | perkara perdata yang dikirim
Mengakses Produk ke Pengadilan Pengaju tepat
Layanan Pengadilan waktu
Persentase putusan perkara 100%
yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputus.
3 Terwujudnya Persentase Pembinaan Ke 100%
Sumber Daya daerah
Manusia yang
profesional
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4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari
tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya, sebagai berikut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Peningkatan kualitas Pengawasan.
Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja
Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya sebagai berikut :

No Kinerja Indikator Penjelasan

Utama Kinerja

Terwujdnya | a.  Presentase | Jumlah Sisa Perkara yg Dislesaikan  x100%
Junlah Sisa Perkara yg harus Diselesaikan

Laporan

Proses | sisa perkara ra Bulanan
Peradilan | perdata agama Catatan - dan
Yang Pasti, | yang Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya Laporan
Transparan | diselesaikan Tahunan
dan
Akuntabel

b. Persentase | Jumlah perkara yg diselesakan tahun berjalan x100% | Panite Laporan
Jumlah Perkara Yang ada

perkara perdata ra Bulanan
agamayang | ~.i.ion. dan
diselesakan e Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan Laporan
tepat waktu dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa Tahunan

awal tahun dan perkara yang masuk)

e Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang
diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara
tahun sebelumnya

e Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara
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yang diselesaikan tahun berjalan
d. Persentase | Jumlah Perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum Laporan
perkara yang Junlah Putusan Perkara Ketua Bulana
tidak dan
mengajukan Laporan
upaya hukum Tahunan
Kasasi
e. Index Panite Laporan
responden Index Kepuasan Pencari Keadilan ra Semestera
Pengadilan n dan
Tingkat Dengan melakukan survey untuk mengetahui index Laporan
Pertama yang kepuasan pencari keadilan berdasarkan Permenpan Tahunan
puas terhadap nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman
layanan umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit
Pengadilan pelayanan instansi pemerintah sesuai PERMENPAN
Tinggi dan RB nomor 16 tahun 2014.
Peningkatan a. Persentase _ o _ Panite Laporan
Efektivitas | salinan putusan \;LéwégFusalman putusan yang dikirim ke Pengadilan ra Bulanan
Pengelolaan | yang dikirim ke x 100% dan
Penyelesaia Pengadilan Jumiah putusan Laporan
n Perkara Pengaju tepat Tahunan
waktu
b. Persentase Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Panite Laporan
putusan perkara yang di upload dalam website x100% | ra Bulanan
yang menarik Jumlah putusan perkara dan
perhatian Laporan
masyarakat Tahunan
yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1 hari
setelah diputus
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN

tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan

Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran

strategis sebagai berikut:

1.

2
3.
4

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan;
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas, Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan

sebagai berikut:

© o N o gk~ wDh -

e e
N oo

13.

14.
15.

Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;

Pembatasan perkara kasasi;

Proses berperkara yang sederhana dan murah;

Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum);
Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
Penyempurnaan penerapan sistem kamar;

Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
Hak uji materiil;

Penguatan lembaga eksekusi;

Keberlanjutan e-Court;

. SPPT TI,

Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
peradilan;

Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang
berkualitas;

Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;

Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset.

34




BAB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI

1.1 Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian
perkara, baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian
perkara pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Regulasi tersebut
tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara pada di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada
tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian
perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan,
tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut, maka untuk pengadilan
tingkat apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan, maka majelis
hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan
kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Sedangkan untuk penyelesaian perkara
tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan, maka majelis hakim harus
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua
Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi
dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SKk/XI11/2014
tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada
Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai
penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan
pengaju.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat
terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu
agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat
dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai

payung hukum terlaksananya small claim court.

1.2 Pembatasan Perkara Kasasi
Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di
tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal
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dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan
pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan. Hal ini
disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan, baik di
tingkat pertama maupun tingkat banding, sehingga memicu para pihak melakukan
upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan
keahlian yang mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/
latar belakang.

Dalam upaya meningkatkan kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan
masyarakat atas putusan pengadilan, maka Mahkamah Agung melakukan strategi
kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat
banding melalui peningkatan sumber daya aparatur peradilan dengan
mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta
Pendidikan untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan. Guna pemerataan
peserta pendidikan dan pelatihan, Mahkamah Agung juga menerapkan strategi
pengalokasian anggaran bimbingan teknis pada seluruh pengadilan tingkat
banding untuk diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat

pertama masing-masing.

1.3 Proses berperkara yang sederhana dan murah

Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa
penyelesaian perkara begitu lambat. Pembatasan perkara dan upaya mediasi ternyata
belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Pada tahun
2018, Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi e-Court.
Aplikasi e-Court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan
peradilan bagi pencari keadilan yang selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap
pemohon/ penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan. Dengan
adanya aplikasi e-Court, maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara
gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filling) sehingga tercipta asas
cepat dan biaya ringan.

Pembayaran perkara pun semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-

payment yang pembayarannya ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui
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saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Pemanggilan para pihak juga bisa
dilakukan secara elektronik (e-summons) sehingga sangat ringkas tidak dikenakan
biaya, namun prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui
dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang
mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengembangkan aplikasi e-Court dengan
fitur e-litigasi, sehingga seluruh proses penyelesaian perkara termasuk persidangan
dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan.

1.4 Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini dharapkan agar
meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta
memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Implementasi
kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh
pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan
sidang di luar gedung pengadilan, sidang terpadu, dan pos layanan bantuan hukum.
Untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara, para pihak pada saat mengajukan
perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dan Kartu Keluarga
Miskin dari Kepala Desa yang diketahui Camat. Implementasi pelaksanaan sidang di
luar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan
akses datang ke pengadilan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama, dan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum
mempunyai akta kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orang
tuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orang tuannya.

Pos layanan bantuan hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada
setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa
informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang
dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata
Usaha Negara.
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1.5 Penguatan Akses Penyelesaian Perkara Permohonan Identitas Hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara. Konsekuensi
Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir untuk mempermudah
adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah
adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akta kelahiran, hal ini sangat penting
dikarenakan setiap anak ketika melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum
terkait status anak tersebut.

Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang
dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama, dan Dinas
Kependudukan Catatan Sipil. Masyarakat yang tidak mempunyai akta nikah dan
ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya sidang
terpadu bisa mengajukan isbat nikah sehingga akta kelahiran bisa diterbitkan.
Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk
memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi

kependudukan.

1.6 Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

a) Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara;
b) Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara;

c) Mengurangi disparitas putusan;

d) Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada
pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan
jenis perkara, yaitu:

a) Kamar pidana;
b) Kamar perdata;
¢) Kamar agama;
d) Kamar militer;

e) Kamar Tata Usaha Negara.
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1.7 Peningkatan Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan
pada kondisi terciptanya keadilan dan/ atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan
restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak
pidana. Saat ini, implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak
pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan
untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di
luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan
menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau
ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.
Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan
hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.
Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku
pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi,
perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Proses
pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam
hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah
mereka.

Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh seberapa besar kerugian yang
telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberapa berat pidana yang dijatuhkan
hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari
penjara. Ciri yang menonjol dari restorative justice yaitu kejahatan ditempatkan
sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran
hukum pidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan restorative justice, Mahkamah Agung
akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak berkepentingan seperti
Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk mencari satu
kesepahaman agar implementasi restorative justice ini dapat berjalan optimal.

Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan
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HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian di antaranya pengaturan adanya peluang
menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Pada tahap persidangan,
majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan
korban. Pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan
dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan

dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

1.8 Hak Uji Materiil
Ruang lingkup pengujian permohonan hak uji materiil meliputi pengujian
formil dan materil. Permohonan hak uji materiil dilakukan dikarenakan:

a) Peraturan perundang-undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi;

b) Peraturan perundang-undangan yang digugat bertentangan dengan asas-asas
peraturan perundang-undangan;

c) Lex spesialis derogat lex generalis, yaitu Undang-Undang yang bersifat khusus
mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum;

d) Lex posteriori derogat lex priori, yaitu Undang-Undang yang lama dinyatakan
tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang
sama;

e) Lex superior derogat lex inferiori, yaitu hukum yang lebih tinggi derajatnya
mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Permasalahan yang dihadapi :

a) Pihak pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya
sehingga menyulistkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk
dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan
keterangan ahli secara tertulis;

b) Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti;

c) Berkaitan dengan putusan HUM vyang dikabulkan harus diumumkan dalam
berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai

dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/ lembar putusan),
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sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah);

d) Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM;

e) Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian
baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait

dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

1.9 Penguatan Lembaga Eksekusi

Dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara terkait dengan
faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:
a)  Faktor internal:

(1) Keberadaan Ketua Pengadilan sebagai pejabat yang memimpin
pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata seringkali
mengalami conflict of interest karena Ketua Pengadilan juga merupakan
hakim. Artinya, bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi
tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan
persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu,
keberadaan Ketua Pengadilan sebagai pejabat yang memimpin
pelaksanaan eksekusi sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi
melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.

(2) Seringkali Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan yang terjun ke
lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan
saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada
penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi.

(3) Jabatan Panitera dan Juru Sita pada pengadilan termasuk kategori
kelompok jabatan fungsional, namun kondisi yang ada pola kenaikan
pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

b)  Faktor eksternal:
Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari

pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru lembaga
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tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga

pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.

1.10 Keberlanjutan e-Court
Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court dengan fitur e-

litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara

elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.
Berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika
menggunakan e-litigasi, antara lain:

a) Sistem peradilan lebih cepat dan sederhana. Para pihak berperkara juga tidak
perlu berlama-lama antri menunggu persidangan.

b) Mnjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari
bentangan ribuan pulau.

c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon 1, layanan perkantoran, dan
layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan
dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di
persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan
pembacaan putusan.

d) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem e-litigasi
membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim
dan aparatur peradilan sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik
maupun pelanggaran hukum.

Ke depan, aplikasi e-litigasi akan diterapkan pada penyelesaian perkara pidana,
sehingga harus dilakukan penyelesaian proses bisnis pada hukum acara pidana ke

dalam aplikasi ini.

1.11 SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan sistem yang menunjukkan
proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Guna
efektivitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT, maka pada tahun 2021 - 2024 harus

dilakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan secara berkala. Pelaksanaan
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SPPT tidak dapat berjalan dengan normal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi
secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia

pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting.

1.12 Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di
lingkungan Peradilan

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria objektif,
berintegritas, dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan
“Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang
Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judical Training Center
(JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek
yang meliputi:

a) Kelembagaan (institusional);

b) Sarana dan prasarana yang diperlukan;

c) Sumber daya manusia;

d) Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
e) Pemanfaatan hasil diklat;

f) Anggaran diklat;

g) Penelitian dan pengembangan.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana diklat Mahkamah
Agung, maka diambil suatu kebijakan berupa bimbingan teknis yang tersebar yang
dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Substansi bimbingan teknis dan diklat
disesuaikan dengan perkembangan isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat

dan perkembangan dunia usaha.

1.13 Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah
Agung yang berkualitas
Dengan adanya sistem pengelolaan SDM, maka seluruh proses penilaian hakim
dan aparatur peradilan/ asesmen kompetensi individu akan menggunakan kompetensi
sebagai kriteria/ parameter penilaian. Proses penilaian tersebut diterapkan pada
rekrutmen dan seleksi, penetuan rotasi-mutasi-promosi, dan penentuan kebutuhan

pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja. Berikut
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adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem

pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

a) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian
pengelolaan SDM badan peradilan;

b) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural badan
peradilan;

c) Penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan SDM serta keterpaduan antara
strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM;

d) Keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM;

e) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi,
misi, dan sasaran organisasi;

f) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem,
ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan

etika profesi.

1.14 Peningkatan pelaksanaan pengawasan Kinerja aparat peradilan secara
optimal

Pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan
secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparatur peradilan, dan unit
organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di
bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka
pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat sudah
dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada
kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/ pengaduan yang ada dan
pengadilan tingkat banding untuk menindaklanjuti laporan dari daerah.

Dalam rangka meningkatkan integritas, Mahkamah Agung juga melakukan
pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana termuat dalam Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/111/2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
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Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya.

Pembangunan ZlI merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan
penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan
efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. ZI
merupakan sebutan/ predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan
dan jajarannya memiliki niat/ komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya
pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada
suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan
tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan
penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenubhi
sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan
penguatan kualitas pelayanan publik.

1.15 Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan
transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis Tl terpadu adalah salah satu
penunjang penting yang mendorong terwujudnya badan peradilan Indonesia yang

Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk

mencapai hal-hal berikut ini:

a) Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua
informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal
hukum, dan lainnya;

b) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas
pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan

kesaksian;
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Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan
mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis
komputer;
Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi
sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning
atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Dalam mewujudkan pengolaan SDM vyang efektif dan efisien, peningkatan

kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan

yaitu penataan pola rekrutmen dan penataan pola promosi dan mutasi SDM

peradilan. Untuk menata pola rekrutmen SDM peradilan menemui kendala seperti

pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang

dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti:

a)

b)

c)

d)

9)

Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai
SDM yang dibutuhkan;

Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap
pengadilan secara lebih objektif dan akurat;

Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya
memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong;

Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang
mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka
efektivitas mediasi;

Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam
menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan
dengan baik;

Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi
memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas;
Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung.

Sementara potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola

rekrutmen sumber daya peradilan, antara lain:
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a) Adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat
diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat);

b) Terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi
SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta
prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI;

c) Diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi
hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk
mencakup integritas, moral dan Kkarakteristik yang kuat, kemampuan
komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain);

d) Keterlibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah
dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten
bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah
kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian visi dan misi
Mahkamah Agung mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN
maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah
nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 30 Maret
2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang
dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE- 6/MK.02/2030 tanggal
15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/
Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan
dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat
dari wabah Covid 19, sebagai berikut:

a) Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan
melalui peradilan elektronik

Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah
Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan
peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk

administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi
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b)

e-Litigation. Dengan aplikasi e-Court pemanggilan para pihak, pengiriman

replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih

efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan akan
mudah terwujud.

Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak

jauh

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap
dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak
dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-109.
Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat terhadap terdakwa yang
secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan
penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa
pencegahan penyebaran COVID-19.

Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi
adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada
perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya
adalah sebagai berikut:

(1) Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan
kewenangan majelis hakim untuk menentukan;

(2) Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung
sidang (social distancing);

(3) Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta
melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir
ataupun dihadirkan di persidangan;

(4) Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan
alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan

kondisi dan situasi persidangan.
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c)

d)

Peningkatan kapasitas aparatur sipil di lingkungan Mahkamah Agung melalui
diklat online

Dengan terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di
Indonesia, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil
langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan orientasi
dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-
learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi
informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa studio
pembelajaran berbasis e-learning.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan
Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Rl mengacu kepada Surat Direktorat
Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang
penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan
jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal
2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber,
biaya paket komunikasi, dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi.
Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan
renovasi gedung kantor

Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian
dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor
sebagian dilakukan dengan multi years kontrak, dan sebagian dengan kontrak
tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan,
roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga
akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan
kekuranganan dukungan layanan minimal peradilan.

Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari
rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui

Zoom Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat
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menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah,
monitoring, dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran
2021, pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja
dialokasikan anggaran untuk belanja sewa Zoom Meeting berbayar. Dengan
mengoptimalkan fungsi teknologi informasi Zoom Meeting ini, maka Mahkamah
Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor,
perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk
penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan

dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun
2020-2024 mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Tahun
2020-2024 dan pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat
disimpulkan dalam beberapa arah kebijakan sebagai berikut :
2.1 Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi untuk memastikan percepatan
penanganan perkara dapat berjalan efektif. Untuk penanganan perkara di Mahkamah
Agung, telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
119/SK/KMA/V11/2013, sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.
Menurut peraturan tersebut, pengadilan tingkat banding harus menyelesaikan perkara
paling lama 3 bulan termasuk minutasinya, setelah perkara tersebut didaftar di
kepaniteraan, terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaiannya
memakan waktu lebih dari 3 bulan, maka majelis hakim yang menangani perkara
tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan
tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan untuk penyelesaian perkara
tingkat pertama harus diselesaikan paling lama 5 bulan termasuk minutasinya.
Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan,

maka majelis hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada
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Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.

Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai
dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi
manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu. Sebagaimana Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/2281/HK.05/6/2020
tanggal 3 Juni 2020, maka penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya yang berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 lama penyelesaian tingkat
banding 3 bulan ditetapkan dipercepat menjadi 2 bulan, semata mata bahwa
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ingin memberikan pelayanan yang cepat kepada
masyarakat, dan surat keputusan nomor W13-A/3828/HK.05/10/2020 tanggal 1
Oktober 2020 diubah batas waktu penyelesaian perkara dari 2 bulan menjadi 1 bulan,
hal ini sebagai wujud dari peningkatan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya.

2.2 Proses berperkara yang sederhana dan murah

Peradilan di Indonesia menganut asas contante justitie atau asas peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses
peradilan yang tidak berbelit-belit, jelas, mudah dipahami, dan biaya yang
terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Untuk mewujudkan proses
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya selalu mesosialisasikan kepada hakim mengenai Perma Nomor 4 Tahun
2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan
Sederhana serta sebagai wujud responsive atas tuntutan perkembangan zaman yang
mengharuskan adanya pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien. Mahkamah
Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyempurnakan Perma Nomor
3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,
mengeluarkan sistem e-Court, yaitu sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk
pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (e-

filing), taksiran panjar biaya secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar biaya
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secara online (e-payment), pemanggilan pihak secara online (e-summons), dan

persidangan secara online (e-litigation). Untuk mendukung pelaksanaan Perma

tersebut, terhitung sejak bulan November tahun 2019 seluruh Pengadilan Agama se
wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menerapkan sistem e-Court.

Sementara untuk e-Court tingkat banding sudah mulai melayani penerimaan banding

secara e-Court bulan Desember 2020.

2.3 Penguatan Akses Peradilan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan

57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 68 C, Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut
perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara
bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada
setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara
bagi pencari keadilan yang tidak mampu, Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan
bagi masyarakat yang tidak mampu. Untuk memberikan akses yang seluas-luasnya
kepada masyarakat yang tidak mampu, maka Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan di bawahnya menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum bagi
masyarakat tidak mampu di pengadilan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak
mampu secara ekonomi di pengadilan;

2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak
mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau
geografis;

3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses
konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan
dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan;

4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui

penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
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5.  Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Sementara itu, ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di
pengadilan terdiri dari:

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan; dan

3. Penyediaan Posbakum Pengadilan.

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama
se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibebankan pada negara melalui
anggaran yang tersedia dalam DIPA 04 Ditjen Badilag.

Adapun pelaksanaan sidang terpadu dimana Pengadilan Agama bekerjasama
dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kementerian Agama
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan perubahan status kependudukan,
hal ini karena begitu perkara diputus dan mendapatkan penetapan pengesahan nikah,
maka saat itu pula buku nikah, Kartu Keluarga, KTP dan akta kelahiran bisa
diterbitkan. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengawal implementasi pemberian
layanan hukum tersebut dimulai dari saat penyusunan anggaran sampai dengan
pelaksanaan. Pagu anggaran masing-masing satuan kerja ditetapkan secara selektif
berdasarkan usulan dari satuan kerja dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
capaian Kinerja di tahun sebelumnya.

2.4 Penguatan lembaga eksekusi

Terhambatnya eksekusi tidak hanya berpengaruh kepada kepuasan para pihak,
tetapi juga kepercayaan publik terhadap pengadilan. Meski tanggung jawab
pelaksanaan eksekusi berada pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat
banding berkewajiban merumuskan solusi untuk penguatan sistem eksekusi yang
efisien demi kepastian hukum. Langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Juru Sita dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya sebagai pelaksana eksekusi di lapangan dengan mengadakan
bimbingan teknis ataupun DDTK. Seorang Juru Sita tidak hanya menguasai
pengetahuan mengenai ilmu keperdataan saja, nhamun juga hukum-hukum lain

yang berkaitan yang dapat membantu pelaksanaan tugas Juru Sita.
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2. Memasukkan materi kemampuan negosiasi ke dalam bimtek dan diklat.
Mengingat pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan
keadilan, maka Juru Sita seharusnya juga memiliki kompetensi tertentu yang
dibutuhkan untuk merespon kondisi khusus di lapangan dengan tindakan yang
tepat. Dengan kompetensi ini, Juru Sita diharapkan dapat melakukan upaya-
upaya pendekatan terlebih dahulu kepada termohon agar bersedia melaksanakan
putusan pengadilan secara sukarela sehingga tidak perlu diadakan eksekusi
paksa. Dengan demikian, diharapkan potensi-potensi perlawanan dapat
diredam bahkan dihindari, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan dengan
lancar, tertib, dan aman;

3. Menjaga hubungan baik dengan instansi lain untuk membantu kelancaran
jalannya proses eksekusi seperti KPKNL, BPN, dan Kepolisian.

4. Mengusulkan tambahan Juru Sita ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung
mengingat luasnya wilayah yurisdiksi sedangkan jumlah Juru Sita terbatas.

5. Melaksanakan diskusi hukum kepada seluruh hakim Pengadilan Agama secara
berkala dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum jangan sampai ada
putusan tidak bisa dilaksanakan karena non ekskuitable.

2.5 Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif,
berintegrasi, dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara
berkelanjutan akan menyelenggarakan bimbingan teknis yustisial dan administrasi,
orientasi-orientasi, dan pembinaan SDM, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti
dan Juru sita/ Juru sita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas
dan profesionalisme aparat peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya.

Pembinaan juga dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan diskusi-diskusi
hukum atas permasalahan teknis tupoksi yang pelaksanaannya pada masing-masing
coordinator wilayah dengan narasumber internal dan eksternal. Diskusi diadakan
secara terencana, terevaluasi, dan ditindaklanjuti untuk mencapai solusi atas

permasalahan yang dihadapi. Selain itu diadakan pula sosialisasi atas regulasi dan
54




BAB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI

kebijakan terbaru sebagai rujukan penyelenggaran tugas. Hal ini sebagai wujud
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam
mengembangkan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai
Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat (Qualified and Respectable Judicial
Training Center (JTC).
2.6 Peningkatan Sistem Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan
mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana
mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan
pengawasan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpedoman pada Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2016 dan Petunjuk Pelaksanaan Ketua Mahkamah
Agung sebagaimana tertuang dalam KMA/080/SK/V111/2006. Merujuk pada peraturan
tersebut, sistem pengawasan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai
berikut:

1.  Pengawasan internal

Pengawasan internal yaitu pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
rencana kegiatan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pengawasan ini
sifatnya sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan (pengawasan melekat).
Pengawasan internal juga dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)
terhadap masing-masing sub bagian setiap triwulan.
2. Pengawasan rutin/ reguler

yaitu pengawasan terhadap Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya oleh Hakim Pengawas Daerah (Hawasda) yang dilaksanakan secara
rutin setiap tahun. Pengawasan ini meliputi administrasi perkara, administrasi
persidangan, administrasi umum, dan Kinerja pelayanan publik. Dimulai dari tahun
2020 pengawasan kinerja pelayanan publik dapat dilakukan secara virtual melalui
aplikasi Acces CCTV Online (ACO). Aplikasi ACO adalah aplikasi pengawasan

Ditjen Badilag secara virtual guna menunjang kegiatan pengawasan yang melekat
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terhadap kinerja dan pelayanan di masing-masing satuan kerja dengan sistem kerja
melalui pengintegrasian CCTV satuan kerja dengan aplikasi. Pengawasan tersebut
juga merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan
mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana
mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Selain itu maksud
pengawasan ini mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan
ketidakefisian penyelenggaraan peradilan. Namun, untuk tahap awal ini CCTV yang
diintegrasikan dengan aplikasi masih berfokus menghadap ke ruang PTSP dan ke
halaman apel (upacara). Sehingga masih dimungkinkan aplikasi ini akan
disempurnakan dan dikembangkan lebih lanjut. Dengan sistem ini, pengawasan
terhadap kinerja pelayanan public satuan kerja dapat secara langsung diakses oleh
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
3. Pengawasan insidentil

Pengawasan insidentil dilaksanakan terhadap Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
yang mendapatkan SK mutasi. Ruang lingkup pengawasan tersebut meliputi audit
keuangan DIPA, audit keuangan perkara, dan pengawasan terhadap aset BMN yang
selama ini digunakan. Pengawasan insidentil juga dilaksanakan untuk penanganan
pengaduan. Pengawasan tersebut sebagai bentuk konfirmasi, Klarifikasi atau
investigasi untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut.
2.7 Pembaruan sistem keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan komitmen
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana
dituangkan  dalam  Keputusan Ketua ~Mahkamah Agung Rl  Nomor
144/ KMA/SK/VI11/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang
kemudian diperbarui dengan Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011.

Sistem informasi bertujuan membangun keterbukaan sistem peradilan.
Keterbukaan tidak saja bermakna sebagai bentuk pelayanan public, tetapi juga
merupakan bentuk sistem kontrol terhadap sistem dan proses peradilan. Salah satu
wujud penting keterbukaan adanya akses publik terhadap setiap putusan atau
penetapan pengadilan. Dari sudut pengawasan, akses publik akan mendorong hakim

agar berhati-hati, bermutu, dan tidak memihak mengingat setiap putusan atau
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ketetapan akan menjadi wacana atau pengamatan publik secara ilmiah maupun

pendapat umum.

2.8 Pembaruan Teknologi Informasi (T1)

Pembaruan TI selama 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2020-2024 ditujukan
untuk optimalisasi investasi Tl yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dan Pengadilan Agama se Jawa Timur, aplikasi SIPP, absensi
online, dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data dan
informasi. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terus berupaya melakukan inovasi
untuk pengembangan teknologi informasi baik bidang teknis dan non teknis.

2.9 Peningkatan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengajukan rencana kebutuhan belanja modal berdasarkan skala prioritas;

2. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
BMN;

3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN;

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMN harus
dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
kantor;

5. Melakukan penertiban dan eksekusi/ penarikan aset terhadap pejabat yang mutasi
baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak;

6. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan
bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;

7. Melakukan pemeliharaan aset, baik pemeliharaan secara terencana dengan
membuat kartu kendali pemeliharaan ataupun pemeliharaan tak terencana;

8. Mengoptimalkan aplikasi persediaan, SIMAN BMN, dan SIMAK BMN dalam
menatausahakan aset;

2.10 Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran,
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
57




BAB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI

a. Penyusunan anggaran melibatkan semua unsur dari pimpinan sampai
pelaksana;
b. Penyusunan anggaran berdasarkan usulan dan skala prioritas;
c. Penentuan target berdasar pada evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
d. Penyusunan program kerja dan Rencana Penarikan Dana (RPD) segera
setelah DIPA terbit;
e. Pengembangan berbagai alternatif untuk mengatasi hambatan yang mungkin
terjadi pada saat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
a. Penyusunan dan evaluasi Sistem Operating Prosedur (SOP) penerimaan,
belanja, dan pertanggung jawaban anggaran;
b. Pelaksanaan anggaran mengacu pada Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Kementerian Keuangan;
c. Pelaksanaan anggaran secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan peraturan lain yang berlaku.
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama
dilaksanakan dengan sosialisasi dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, di
antaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, sosialisasi
metode penerimaan negaa (PNBP) dan pelatihan bendahara penerimaan dan
pengeluaran.
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
Transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi tentang sektor keuangan
publik. Transparansi anggaran mengacu sejauh mana publik dapat memperoleh
informasi atas aktifitas keuangan suatu organisasi. Menurut Undang-Undang
nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menyatakan bahwa
salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah
informasi mengenai laporan keuangan. Sejurus dengan hal tersebut, Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya memberikan akses kepada publik yang ingin

mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran baik
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informasi mengenai DIPA, revisi anggaran dan pelaporan keuangan melalui
website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian visi dan misi,

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mendukung program dan kebijakan pemerintah
baik RPJMN, RENSTRA Mahkamah Agung RI maupun kebijakan khusus terkait

dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 dan melaksanakan

Surat Edarah Mahkamah Agung no 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi

dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah

Covid 19, sebagai berikut:

1.

Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara melalui e-Court
pada Pengadilan Tingkat Pertama

E-Court adalah sebuah inovasi di lingkungan Mahkamah Agung pada bidang
teknologi informasi sistem peradilan sekaligus solusi dalam menghadapi masa
pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak bulan Februari tahun 2020 di
Indonesia. Dengan e-Court pihak berperkara bisa lebih nyaman dalam
mendapatkan pelayanan tidak takut terpapar virus corona, karena sistem
peradilan secara elektronik membantu pihak berperkara secara online, artinya
mengurangi kehadiran pihak berperkara saat sidang. Mereka cukup mengirim
berkas secara online saja yang bisa memudahkan dalam proses persidangan,
dimana bisa memangkas waktu dan biaya. Tujuannya yakni agar lebih
sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan azas yang berlaku pada
lembaga peradilan. Para pihak cukup datang saat pendaftaran perkara, lalu
sidang pertama, dan saat pembuktian saja dalam perkara perdata. Sehingga bisa
mengurangi lebih dari separuh kehadiran pihak saat berperkara. Tentunya, ini
sejalan dengan program Pemerintah yang menggaungkan konsep “Stay at
Home” yang tengah viral akhir-akhir ini.

Peningkatan kemampuan SDM di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya melalui diklat online dan bimbingan teknis
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3.

Dengan terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di
Indonesia, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Rl mengambil
langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan orientasi
dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi
(e-learning). Mendukung kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya secara aktif mengusulkan pegawai baik di bidang teknis
dan non teknis untuk mengikuti diklat secara online sesuai dengan Tupoksi
masing-masing. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga akan
melaksanakan bimbingan teknis secara tatap muka baik untuk bagian
kepaniteraan maupun kesekretariatan dengan tetap menjalankan SOP protokoler
pencegahan covid 19 yang salah satunya mewajibkan panitia dan peserta bimtek
untuk menyerahkan hasil rapid negative covid 19 sebelum mengikuti diklat.
Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan secara online

Sejak penyebaran covid 19 meningkat di wilayah Jawa Timur, pimpinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membuat kebijakan bahwa pelaksanaan
pembinaan baik oleh pimpinan maupun pembinaan dalam bentuk pendampingan
Zona Integritas dan Akreditasi Penjaminan Mutu oleh tim assessor serta
pengawasan oleh Hatibinwasda dilaksanakan secara optimal melalui sistem
online. Berkas atau eviden dikirim terlebih dahulu dalam bentuk soft copy,
kemudian dilaksanakan verifikasi data melalui aplikasi zoom meeting. Dengan
mengoptimalkan aplikasi zoom meeting ini, maka Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor.
Perjalanan dinas hanya akan dilakukan untuk penyelesaian masalah yang
sifatnya urgent / mendesak dan yang penyelesaiannya tidak bisa dilaksanakan
secara online.

Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka

regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi,

misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional,
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yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program
kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas
kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana
kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut
diatas dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional
khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi
peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah
satu lembaga tinggi negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh
pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya
pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran
dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum
Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan
penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta
profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung
pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM
tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/ lembaga, maka
kementerian/ lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan
sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi
merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi,
mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran negara dalam
rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan
fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Lembaga

untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal
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RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun

2020-2024, antara lain:

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan

pembangunan;

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas

pembangunan;

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan

regulasi.

Mahkamah Agung sebagai

salah satu

lembaga tinggi

negara dalam

merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024

juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat

Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga

yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI
Isu Arah Arah Kebutuhan RELIE RELIE
Strategis Kebijakan Kerangka Regulasi Penanggun Terkait
2020-2024 Regulasi g Jawab
1.Peningkat | a.Penyelesaian a. Penguatan Pembuatan SK | Kepaniteraan Hakim
an perkara penerapan | Ketua Pengadilan
kepastian Standar Tinggi Agama : Kesekretariatan
hukum b.Proses Operasional | - Tentang SOP
dalam berperkara Prosedur penyelesaian
penyelesaia | yang sederhana penyelesaian perkara
n perkara dan murah perkara | - penerapan
Sertifikasi
c.Penguatan | b. Peningkatan akreditasi
akses peradilan | mutu pelayanan penjaminan
pada masyarakat mutu Peradilan
d.Penguatan Agama
lembaga c. Penguatan | _ penerapan
eksekusi | dan peningkatan pelaksanaan
inovasi dalam Reformasi
e.Peningkatan administrasi birokrasi
pelaksanaan perkara | Tentang
pembinaan bagi pembentukan
aparat tenaga d. tim
teknis di Penyelenggara pengembangan
lingkungan an sosialisasi, teknologi
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Pengadilan | rapat koordinasi informasi
Tinggi Agama dan diskusi | - Tentang
Surabaya hukum secara implementasi
berkesinambung SIPP dan
an pengembangan
f. Peningkatan nya
Sistem e. Pengusulan | _ Tentang
pengawasan penambahan penyelenggara
jumlah tenaga an diskusi
g. Pembaruan | teknis peradilan hukum
sistem - Tentang batas
keterbukaan penyelesaian
informasi perkara
h. Pembaruan Surat Edaran
teknologi Ketua Pengadilan
informasi Tinggi Agama :
) - Penertiban
I. pembayaran

biaya proses

- Petunjuk teknis
permintaan
duplikat akta
cerai

- Pengiriman
berkas Banding,
kasasi, PK
disertai

dokumen
elektronik

- Keseragaman
penomoran
register surat
kuasa

- Penerapan pola
laporan perkara
dan keuangan
perkara

4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai salah satu pengadilan tingkat
banding dengan membawahi 37 satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Jawa
Timur dalam melaksanan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur

organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
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dilaksanakan Pimpinan dengan dibantu Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat
Banding telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Pasal 2:

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di abwah dan bertanggung jawab kepada
ketua Pengadilan.

Pasal 4:

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Ketua Pengadilan.

Pasal 86:
1. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab
Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

2. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera.

Pasal 87:
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan

surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 294 :

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

1. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Pasal 295
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Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM, serta sarana
dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalampasal 295,
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. pelaksanaan urusan keuangan;

d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun
2020:
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Ors. H. Mohammad Yamin Awle, SH., MH

Dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial
maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif telah membuat kerangka
kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Mahkamah Agung
dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Mahkamah
Agung. Begitu juga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merujuk pada kerangka
kelambagaan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan di bawahnya.

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial
dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana
tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan
tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN ke
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IV tahun 2020-2024 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional
yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum
dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka
Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam
berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur
negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menentukan arah sasaran dan tujuan
strategis tahun 2020-2024 sudah barang tentu tidak akan terlepas dari amanat
pemerintah yang tertuang dalam RPJMN ke IV tahun 2020-2024 di bidang hukum,
dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis di bidang kepaniteraan
meskipun telah ditentukan arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparatur
peradilan namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya
yang terkait dengan peningkatan SDM dan sarana pendukung dibidang teknologi
informasi. Hal ini harus dilakukan Mahkamah Agung seiring dengan semakin
kritisnya pola pikir masyarakat dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan
transparansi kinerja aparatur peradilan.

Untuk mendukung hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah
membuat langkah-langkah berupa pembinaan, evaluasi Kinerja, diskusi hukum,
sosialisasi, dan rapat koordinasi untuk memecahkan serta mencari saran atas

permasalahan yang sedang dihadapi.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya memiliki 3 program yang akan dilaksanakan. Ketiga program
tersebut yaitu:

1. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah

Agung
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan manajemen peradilan agama dan program dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ditujukan untuk
menjalankan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu
mengadili perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama pada tingkat banding
dan mengadili sengketa kewenangan antar Pengadilan Agama se Jawa Timur. Selain
itu juga untuk menjalankan fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasehat,
administratif dan fungsi lainnya dengan sasaran program sebagai berikut :

a) Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan, dan

akuntabel.
b) Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima pengadilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

a) Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
b) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

c) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

d) Peningkatan Kualitas Pengawasan.
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Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan strategis, yaitu :

a) Terwujudnya Peradilan Yang Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Pencari
Keadilan.

b) Setiap Pencari Keadilan dapat Mengakses Produk Layanan Pengadilan.

c) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Profesional.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik dengan sasaran program terpenuhinya
kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Dengan
sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai akan mendukung layanan prima
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tidak hanya bagi para pencari keadilan namun

juga kepada stakeholder lainnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome

ketiga program tersebut yaitu:

a) Peningkatan manajemen peradilan agama

b) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan
Adminitrasi

c) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

2. Kerangka Pendanaan

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya Tahun 2020-2024, dirumuskan perencanaan pendanaan yang
merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai

APBN dalam matrik Kinerja dan pendanaan berikut
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PROGRAM /
KEGIATAN

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran
Kegiatan
(Output)/Indikator

2

Lokasi

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Target

2021 ‘ 2022 2024

5 6 7 8 9

Alokasi (dalam juta rupiah)

10

11

12

13

PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

28.999.239.000

28.769.902.000

35.629.703.760

32.804.589.035

30.641.890.976

Sasaran Strategis

Terwujudnya proses
Peradilan Yang
Pasti, Transparan
dan Akuntabel

Persentase sisa perkara
perdata yang
diselesaikan

100%

100% 100% 100% 100%

Persentase perkara
yang diselesaikan tepat
waktu

90%

97% 97% 97% 98%

Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum kasasi

75%

73% 73% 74% 74%

Index responden

90%

93% 93% 94% 95%
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Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
Agama

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara

Persentase salinan
putusan yang dikirim
ke Pengadilan Pengaju
tepat waktu

90% 100% 100% 100% 100%

Persentase putusan
yang menarik
perhatian masyarakat
(ekonomi syariah)
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari sejak
diputus.

100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kualitas
Sumber Daya
Manusia (SDM)

Persentase pembinaan

100% 100% 100% 100% 100%
ke daerah
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Peningkatan kualitas
pengawasan

Persentase pengaduan

yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%
Pengawasanplffg;‘etfgﬁ 100% 100% 100% 100% 100%
AR R A AMA 642.381.000 | 406.324.000 426.640.000 447.972.000 | 470.370.600
Terselenggaranya
Sasaran penyelesaian perkara
yang sederhana,
Program
transparan, dan
akuntabel
Pembinaan teknis
peradilan agama 180 orang | 180 orang 180 orang 180 orang | 180 orang
Indikator
Program .
Dukungan manajemen 38 38 38 38
perkara peradilan Kegi keai 38 kegiatan Kegi keai
agama egiatan egiatan egiatan egiatan
Kegiatan 642.381.000 406.324.000 426.640.000 447.972.000 470370600
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Dukungan
Eg;?;f;n penyelesaian
administrasi perkara
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Aparatur peradilan
yang kompeten di
bidang administrasi
perkara

Indikator
Kinerja
Kegiatan

Jumlah kegiatan
pelaksanaan dukungan
manajemen perkara

38 kegiatan

38 kegiatan

38 kegiatan

38 kegiatan

38 kegiatan

Jumlah aparatur
pengadilan yang
kompeten di bidang
hukum

180 orang

180 orang

180 orang

180 orang

180 orang

PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS LAINNYA
MAHKAMAH AGUNG

28.331.858.00
0

27.818.788.00
0

28.375.163.76
0

28.942.667.03
5

29.521.520.376

Sasaran
Program

Tercapainya
dukungan
manajemen untuk
layanan prima
pengadilan

Indikator
Program

Meningkatnya
pengelolaan dan
pelaporan keuangan
yang transparan dan
akuntabel

38
dokumen
laporan
keuangan

38
dokumen
laporan
keuangan

38
dokumen
laporan
keuangan

38
dokumen
laporan
keuangan

38
dokumen
laporan
keuangan

Meningkatnya kualitas
manajemen rencana
program dan anggaran
serta organisasi secara
transparan, efektif dan
efisien

38
dokumen
perencanaan

38
dokumen
perencanaa
n

38
dokumen
perencanaa
n

38
dokumen
perencanaa
n

38
dokumen
perencanaa
n
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Meningkatnya

pengelolaan
kepegawaian dan 1102 1102 1102 1102 1102
pengembangan SDM pegawai pegawai pegawai pegawai pegawai
berdasarkan parameter
obyektif

Meningkatnya
pengelolaan sarana
dan prasarana 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan
menunjang pelayanan
peradilan

Terselenggaranya 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
pelayanan pimpinan layanan layanan layanan layanan layanan

Meningkatnya
pengelolaan

keamanan, urusan tata 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

usaha, rumah tangga
N layanan layanan layanan layanan layanan
dan bina sikap mental 4 y Y Y Y

SDM Mahkamah
Agung

Kegiatan

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 642.381.000 | 406.324.000 | 426.640.000 | 447.972.000 470370600
Keuangan Badan Urusan Administrasi
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Terselenggaranya
bimbingan teknis,
Sasaran Pembinaan,
Kegiatan Pengawasan dan
DDTK aparatur
pengadilan
Jumlah aparatur
pengadilan yang 1102 1102 1102 1102 1102
kompeten di bidang pegawai pegawai pegawai pegawai pegawai
teknis dan non teknis

38 38 38 38 38
Indikator Penyusunan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Kinerja laporan keuangan laporan laporan laporan laporan laporan
Kegiatan keuangan keuangan keuangan keuangan keuangan
38 38 38 38
Penyusunan dokumen 38 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
perencanaan perencanaan | perencanaa | perencanaa | perencanaa | perencanaa
n n n n
Sasaran Terselenggarannya
Kegiatan layanan perkantoran
Ind_lka@or Penyedlaar) layanan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Kinerja operasional dan layanan layanan layanan layanan layanan
Kegiatan pemeliharaan kantor Y y Y Y Y

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA 25.000.000 544.790.000 6.827.900.000 | 3.413.950.000 650.000.000
APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana dalam
mendukung pelayanan
peradilan

Sasaran
Program

76




BAB IV
TARGET KINERJA dan

KERANGKA PENDANAAN

Jumlah pengadaan
) perangkat pengolah 2 unit 3 unit 10 unit 10 unit 10 unit
Indikator data dan komunikasi
Program Jumlah pengadaan
fasilitas perkantoran 0 unit 37 unit 45 unit 45 unit 45 unit
Renovasi perluasan 0m2 0m2 342 m2 342 m2 0m2
gedung kantor
Kegiatan 25.000.000 544.790.000 6.827.900.000 | 3.413.950.000 650.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di
lingkungan Mahkamah Agung
Pemenuhan kebutuhan
Sasaran sarana dan prasarana
Kegiatan dalam mendukung
pelayanan peradilan
Jumlah pengadaan
perangkat pengolah 2 unit 3 unit 10 unit 10 unit 10 unit
Indikator data dan komunikasi
Kinerja Jumiah p
Kegiatan umlah pengadaan 0 unit 37 unit 45 unit 45 unit 45 unit
fasilitas perkantoran
Luas renovasi gedung
kantor 0m2 0 m2 342 m2 342 m2 0m2
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020-2024 ini
disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap
tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 serta arah

pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis.

Dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun
2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Tahun 2015-2019 yaitu Peningkatan penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dan Pengadilan Agama Se Jawa Timur. Penyelesaian perkara meningkat
karena didukung oleh beberapa program yang telah dilaksanakan dengan baik antara
lain: Implementasi e-Court, Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP), Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Pembangunan Zona Integritas (ZI),
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Inovasi Pelayanan Publik.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran, Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya telah menetapkan visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Yang Agung Bl dan menetapkan misi Menjaga kemandirian badan
peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari
keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan

kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2020-2024 ini diucapkan penghargaan
yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Rencana Strategis Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila
dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufig, hidayah dan inayah
dari Allah SWT.
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SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Nomor : W13-A/98/KP.00/12/SK/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TAHUN 2020-2024

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Menimbang . a. Bahwa dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan
Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan
dibawahnya tahun 2020-2024 secara sistematis terpadu
dan selaras dengan Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun
2010-2035 serta Draf Kerangka Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam
Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk

melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis
Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa Kkali
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MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 201-2024;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9. M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan

Instransi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga 2015-2019.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA TAHUN 2020-2024.

Membentuk Tim Penyusunan Renstra Mahkamah Agung
Tahun 2020-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Tim Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Tahun 2020-2024 dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

arahan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
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KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di  : Surabaya
Pada tanggal : 19 Desember 2019

Sekretaris,

yo Susanto,S.H.,M.H.

NP, 19630614 199003 1 001

Surat Keputusan ini

disampaikan kepada Yth :

Sekretaris MARI.

Kabua MARI.

Kabiro Perencanaan MARI.

Dirjen Badilag MARI.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya(sebagai laporan).
Kepala KPPN Surabaya Il

Bendahara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

N o o bk~ wDbh e
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA

NOMOR  : WI-A9SKP.00/1/5K2019
TANGGAL : 19 Desember 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TAHUN 2020-2024

Pembina
Pengarah

Penangmung Jawah

Kordinator Bidang Kesekretariatan

Kordinator Bidang Kepanitersan

Anggota-Anggota

T

B0y

I_.f'{.: PEM

Ketua Pengadilan Tingm Agama Surabaya;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabays:

. Sekretans Pengadilan Tiggi Agama Surabaya;
2. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

|. Kepala Bapian Perencanaan dan Kepegawaian;
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan:

|. Panitera Muda Banding;
2. Panitera Muda Hukum;

|. Kepala Sub Bagian Rencana
Anggaran;

2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Tata
Usaha;

- Kepala Sub Bagian Kepegawaian don Teknolog
Informiasi;

4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;

. Panitera Pengganti:

Program dan

Laa

LA

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Surabaya
: 19 Desember 2019

goi Agama Surabaya
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